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PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA 
NOMOR 22 TAHUN 2012 

 
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN 

ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH     
TAHUN ANGGARAN 2012 

 
 

WALIKOTA SAMARINDA, 
 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 

pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD 
Tahun Anggaran 2012 ; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 
ditetapkan dalam Peraturan Walikota. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 
1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3455); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4421) ; 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun  2004 Nomor125. Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan 
Lembaran Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 
Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012; 
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12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 
11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 
11). 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA 
DAN ANGGARAN SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2011. 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Samarinda; 
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

3. Pemerintah daerah adalah Walikota Samarinda dan 
Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah; 

4. Walikota adalah Walikota Samarinda; 
 



5 
 

5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Samarinda; 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah; 

7. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah 
Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Kepala satuan 
kerja perangkat daerah berbentuk Sekretariat Daerah 
yang karena kedudukannya sebagai pejabat pembina 
pegawai negeri sipil di daerah dan sekaligus bertindak 
selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah yang 
mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala 
Daerah dalam penyusunan kebijakan dan 
mengkoordinasikan Dinas daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah; 

8. Perangkat daerah adalah satuan kerja perangkat daerah 
sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, 
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan 
lembaga lain; 

9. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah 
Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang merupakan 
unsur staf; 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai bendahara umum daerah; 
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11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan 
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; 

12. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang milik daerah; 

13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 
KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran 
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD; 

14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang 
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; 

15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD 
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari 
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; 

16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
manatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 
pada SKPD; 

17. Bendahara Pengeluaran  adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD; 

18. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan 
satu atau beberapa program; 

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun; 
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20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 
(satu) tahun; 

21. Tim Anggaran Pemerintah Darah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan 
keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka 
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat 
perencana daerah, PPKD, Bagian Pembangunan 
Sekretariat Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan 
kebutuhan; 

22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; 

23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas 
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 
kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan 
DPRD; 

24. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat 
PPA adalah program prioritas dan patokan batas 
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk 
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-
SKPD setelah disepakati dengan DPRD; 
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25. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD; 

26. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam 
bentuk upaya berisi satu atau lebih kegiatan dengan 
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD; 

27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 
oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian 
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program 
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya 
manusia), barang modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa  atau 
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 
(input) untuk menghasilkan keluran (output) dalam 
bentuk barang / jasa; 

28. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu 
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu 
kegiatan; 

29. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang 
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk 
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program 
dan kebijakan; 

30. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam satu program; 
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31. Pendapatan Daerah adalah adalah hak pemerintah 
daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 
bersih; 

32. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah 
yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih; 

33. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara 
pendapatan daerah dan belanja daerah; 

34. Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara 
pendapatan daerah dan belanja daerah; 

35. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang 
perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan 
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

 

Pasal 2 
 
(1) Pedoman penyusunan RKA-SKPD Tahun 2012, meliputi : 

a. Proses Penyusunan APBD ; 
b. Teknis Penyusunan RKA-SKPD dilingkungan 

Pemerintah Kota Samarinda ; 
c. Hal-hal Khusus Lainnya . 

(2) Uraian Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 
2012, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran Peraturan Walikota ini. 
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Pasal 3 
 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda. 
 
 

Ditetapkan di Samarinda 
pada tanggal 19 April 2012 

WALIKOTA SAMARINDA, 
      ttd 
 

   H. SYAHARIE JA’ANG 
 
 
Diundangkan di Samarinda 
pada tanggal 19 April 2012 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 
   
 
 
                 H. ZULFAKAR NOOR 
 
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR 22. 
 

 
  
 
  

NO N A M A JABATAN    PARAF 
1    RACHMANI KASUB PUU  
2    H. ABDULLAH    KABAG HK  
3    H. DIWANSYAH ASS I  


